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KEBIJAKAN SPMI
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Menimbang

ta

bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi pengelola akademik,
tenaga kependidikan, tenaga non kependidikan dan mahasiswa dalam
upaya penjaminan dan peningkatan mutu berkelanjutan sesuai visi dan
misi STKIP Kusuma Negara, perlu ditetapkan acuan bagi
pengembangan manual prosedur dan instruksi kerja pada unsur
akademik dan non akademik;

b. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

[EEN

Mengingat . Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 50 tahun 2014 tentang Penjamin Mutu Perguruan Tinggi

2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi (SN Dikti).

3. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan

Perguruan.

Statuta STKIP Kusuma Negara Tahun 2021-2026.

. Surat Keputusan STKIP Kusuma Negara Tentang Perubahan Unit
Penjaminan Mutu (UPM) menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Dan Pengangkatan Pelaksana LPM STKIP Kusuma Negara No.
171/A/2018

. Presentasi Lembaga Penjamin Mutu Internal pada tanggal 23 Februari
2023

o~

[HEN

Memperhatikan :



MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama . Kebijakan SPMI STKIP Kusuma Negara sebagaimana tersebut dalam
lampiran surat keputusan ini
Kedua . Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
Ketiga . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Jakarta, 01 Juni 2023
Ketua,
A
Tembusan :
1. Yayasan Masjid PB Soedieman
2. Senat STKIP Kusuma Negara
3. Para Wakil Ketua
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Bagian
6. Arsip



KATA PENGANTAR

Assalamua alaikum, Wr. Wh.

Sebagaimana diamanatkan dalam 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan
Permendikbud Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
STKIP Kusuma Negara diharapkan menjadi salah satu institusi yang dapat memberikan
sumbangsih dalam pemikiran dan tindakan nyata yang bermutu dalam penyelesaian berbagai
masalah, baik lokal, nasional, regional, maupun global. Dengan demikian Uni Penjaminan
Mutu Internal (UPMI) STKIP Kusuma Negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagai
pengawal dan pengendali dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
menghendaki adanya perumusan buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STKIP
Kusuma Negara.

Buku Kebijakan SPMI yang telah ditetapkan ketua STKIP Kusuma Negara bersama senat,
dirumuskan berdasarkan visi, misi, dan tujuan STKIP Kusuma Negara yang tertuang dalam
Renstra 2021-2025 menjadi acuan penyelenggaraan kehidupan akademik dan nonakademik
di STKIP Kusuma Negara.

Direktur dan senat STKIP Kusuma Negara mengharapkan adanya saran-saran yang
membangun, baik dalam format maupun substansi, atas segala kekurangan yang masih
ditemukan dalam kebijakan SPMI ini.

Buku Kebijakan SPMI ini dinyatakan berlaku sebagai acuan dalam penyusunan manual dan
standar SPMI STKIP Kusuma Negara secara menyeluruh dan bersifat mengikat bagi seluruh
unit kerja yang terkait dalam bidang akademik dan nonakademik.

Wassalamu alaikum, Wr.Wbh.

Jakarta, 01 Juni 2023
Ketua

Dr. H. Herinto Sidik Iriansyah, M.Si
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A. LATAR BELAKANG
Dasar pemikiran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STKIP Kusuma Negara telah
digagas sejak 9 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan STKIP Kusuma Negara
Tentang Perubahan Unit Penjaminan Mutu (UPM) menjadi Lembaga Penjaminan Mutu
(LPM) Dan Pengangkatan Pelaksana LPM STKIP Kusuma Negara No. 171/A/2018.
Terbentuknya LPM ditujukan untuk pengendalian mutu proses pembelajaran dan
peningkatan kompetensi pembelajaran sebagai wujud komitmen penyelenggaraan
pendidikan tinggi yang unggul dan terdepan sejalan dengan visi STKIP Kusuma Negara.
Untuk itu dibuatlah sejumlah dokumen mutu SPMI meliputi kebijakan SPMI, manual
SPMI, standar SPMI dan bermacam SOP yang disahkan oleh senat. Penyusunan dokumen
SPMI STKIP Kusuma Negara perlu dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan
peraturan dan kebijakan terbaru guna mencapai mutu yang taat azas. LPM STKIP
Kusuma Negara berusaha untuk memulai kegiatan yang konsisten dan taat azas dalam
mengimplementasikan penjaminan mutu secara sistematis dan berkelanjutan. Seiring
dengan pelaksanaan penjaminan mutu yang taat azas dan berkelanjutan dapat

mempercepat ketercapaian visi, misi dan tujuan STKIP Kusuma Negara.

B. TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN
Dasar penyusunan buku Kebijakan SPMI sebagai panduan dalam menetapkan,
melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan mutu bidang akademik dan
nonakademik di STKIP Kusuma Negara. Keberadaan buku kebijakan ini dipergunakan
semua unit kerja sebagai pedoman melaksanakan tugas secara efektif dan efisien

sehingga tercipta budaya mutu di STKIP Kusuma Negara.

C. KEBIJAKAN SPMI
1. VISI
“Unggul, Edukatif, Inovatif, Dan Berkarakter Islami Tahun 2036”

2. MISI
1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul, edukatif, dan inovatif, untuk
menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkarakter islami.
2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka
diseminasi dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk

pemecahan masalah secara inovatif dan berkarakter Islami.
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3) Membangun kerjasama dengan stakeholders dan berbagai lembaga di tingkat
lokal, nasional dan internasional yang inovatif untuk meningkatkan mutu
pelaksanaan Tridharma

4) Menyelenggarakan Tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik (Good University
Governance) dan mampu mewujudkan perguruan tinggi yang unggul,

edukatif, inovatif dan berkarakter islami.

3. TUJUAN

1) Tercapainya lulusan sarjana pendidikan yang memiliki kompetensi unggul,
edukatif, inovatif, dan berkarakter Islami.

2) Terselenggaranya penelitian dan pengabdian masyarakat yang unggul,
edukatif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan
nasional.

3) Tercapainya kerjasama strategis yang saling menguntungkan dengan mitra
lokal, nasional dan internasional yang inovatif untuk meningkatkan mutu
pelaksanaan Tridharma.

4) Terwujudnya perguruan tinggi yang unggul, edukatif, inovatif, dan mampu
menyelenggarakan tata kelola yang baik (Good University Governance) serta

berkarakter islami.

4. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI
1) Mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku keputusan tentang SPMI yang
berlaku di dalam lingkungan STKIP Kusuma Negara Jakarta
2) Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau
prosedur dalam SPMI serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPM
3) Bukti Otentik bahwa STKIP Kusuma Negara Jakarta telah memiliki dan
melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-

undangan

5. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI
Luas lingkup SPMI STKIP Kusuma Negara adalah mengawal mutu bidang akademik
dan nonakademik. Kebijakan mutu bidang akademik mencakup kurikulum, proses
pembelajaran, evaluasi pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kebijakan mutu nonakademik mencakup layanan administrasi dan keuangan, sarana

8



dan prasarana, dan sistem informasi. Pada tahap awal kendali mutu yang dilakukan

oleh LPM fokus pada bidang akademik dengan penetapan dokumen awal standar

yang kemudian diterapkan dan dievaluasi untuk menghasilkan dokumen mutu yang

sesuai.

6. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH

a.

Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap,
pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.

Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap,
pandangan Akademi mengenai SPMI yang berlaku di STKIP Kusuma Negara dan
juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI
Manual SPMI adalah pedoman tertulis sebagai petunjuk pelaksanaan dalam
menjalankan SPMI.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis sebagai kriteria, cara, proses, dan
keseragaman teknis yang harus dipenuhi.

Evaluasi diri adalah aktivitas dalam proses pengukuran secara periodik yang
dilakukan oleh setiap unit kerja untuk menganalisis, memeriksa, dan
mengevaluasi kinerja sendiri melalui analisis SWOT.

Audit SPMI adalah pemeriksaan setiap periodik untuk mengetahui ketercapaian
suatu pekerjaan berdasarkan standar, peraturan yang telah disetujui dan berlaku di
STKIP Kusuma Negara.

Auditor adalah orang yang berkompeten dan objektif dalam memeriksa pekerjaan
akademik, dan non akademik mencakup administrasi dan keuangan.

Audit Internal adalah suatu penilaian atas kepastian dan objektif terhadap
prosedural setiap unit kerja dalam meningkatan efektivitas organisasi.

LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu Internal STKIP Kusuma Negara.

7. GARIS BESAR KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI

a.

Tujuan SPMI STKIP Kusuma Negara sebagai berikut:
1). Mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu STKIP
Kusuma Negara dalam rangka mewujudkan visi STKIP Kusuma Negara dan

mencapai target mutu yang ditetapkan.



2).

3).
4).

).

Melakukan monitoring dan evaluasi mutu layanan akademik dan
nonakademik.

Melaporkan pelaksanaan audit internal untuk ditindaklanjuti.

Melaksanakan pendampingan dalam penyelenggaraan sistem penjaminan mutu
program studi.

Menjadi penjamin mutu untuk kegiatan akademik dan nonakademik

. Strategi untuk mencapai kebijakan SPMI STKIP Kusuma Negara sebagai berikut:

1). Membuat dokomen SPMI dengan melibatkan semua unsur yang terkait mulai

dari penyusunan draft sampai penetapan oleh Ketua Yayasan.

2). Mensosialisasikan dokumen SPMI kepada pengguna internal secara periodik.

3). Melakukan audit internal ke semua unit kerja secara periodik.

4). Melakukan evaluasi atas dokumen SPMI berdasarkan temuan dan peraturan

yang berlaku

. Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI

1).

2).

3).

4),

).

6).

Asas kredibel dalam pelaksanaan kebijakan SPMI artinya semua unsur yang
terlibat paham akan kebijakan SPMI berdasarkan pengalaman dalam
mengelola institusi.

Asas transparan yaitu semua kebijakan yang telah disetujui diinformasikan ke
semua pihak pengguna internal secara periodik.

Asas akuntabel yaitu kebijakan SPMI dapat diakses oleh semua pihak yang
berkepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Asas bertanggung jawab yaitu setiap kegiatan dilaporkan sesuai dengan
kebijakan SPMI yang telah ditetapkan secara periodik kepada penanggung
gugat.

Asas adil yaitu dalam membuat kebijakan, peraturan, prosedur operasional
bebas dari masalah ras dan kesetaraan gender. Semua perlakuan bagi dosen,
karyawan dan mahasiswa berdasarkan hak dan kewenangan tanpa adanya
pemaksaan kehendak dan campur tangan orang lain.

Asas kualitas, yaitu bahwa kualitas kebijakan SPMI menjadi target untuk

dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
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d.

7).

8).

9).

10).

Asas kebersamaan, kebijakan SPMI dilaksanakan berdasarkan kebersamaan
untuk mencapai visi, misi, tujuan, serta strategi pencapaian STKIP Kusuma
Negara.

Asas hukum, yaitu bahwa kebijakan SPMI yang berlaku berdasarkan atas
dasar hukum yang berlaku. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun
tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat asas dalam
menegakkan hukum.

Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI vyang berlaku memiliki
kemaslahatan yang sebesar- besarnya bagi segenap sivitas akademika, bangsa
dan negara.

Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI tidak tergantung
pada pihak lain yang senantiasa mengandalkan kemampuan sumberdaya yang

ada untuk meningkatkan kemampuan institusi secara berkelanjutan.

Manajemen SPMI

Pengelolaan SPMI STKIP Kusuma Negara mengacu pada model PDCA (Plan,

Do, Check, Action) dimana semua kegiatan dilaksanakan secara bersiklus. Semua

unit kerja membuat program kerja dan mekanisme pelaksanaannya yang dipantau

secara berkelanjutan untuk perbaikan kegiatan berikutnya. Pada setiap kegiatan

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan pada standar tertentu

untuk mengukur Kinerja atau pencapaian tujuan serta ditetapkan pada buku

manual sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dan evaluasi peningkatan. Pada

tahap implementasi setiap unit kerja dalam melaksanakan tupoksinya harus

berlandaskan:

1).
2).

3).

4).

5).

Quality First: semua sikap dan prilaku harus membudayakan mutu.
Stakeholder in: semua sikap dan prilaku harus ditujukan pada kepuasan
pengguna.

The next process is our stakeholder: setiap orang yang bertugas harus
menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya
sebagai penggunanya yang harus dipuaskan.

Speak with data: setiap orang harus melaksanakan dan mengambil keputusan
berdasarkan informasi data yang faktual.

Upstream management: semua pengambilan keputusan dilakukan secara

partisipatif, bukan otoritatif.
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Pada tahap monitoring: unit kerja melaksanakan tupoksinya harus mengevaluasi
diri dengan cara mengaudit kesesuaian dengan standar mutu yang telah
ditetapkan. Setiap kegiatan yang memenuhi standar, untuk proses berikutnya
dapat ditingkatkan. Jika ditemukan kegiatan yang tidak sesuai akan dilakukan
tindakan koreksi dan pencegahan tindakan berikutnya

e. Penanggungjawab SPMI

Penanggungjawab SPMI adalah Ketua yang didelegasikan pada Lembaga
Penjaminan Mutu (LPM). LPM STKIP Kusuma Negara merupakan unit dalam
struktur organisasi yang dibentuk melalui SK Ketua STKIP Kusuma Negara yang
berfungsi sebagai pelaksana penjaminan mutu akademik dan nonakademik di
STKIP Kusuma Negara dan bertanggungjawab pada Ketua langsung.

Lembaga penjaminan mutu STKIP Kusuma Negara memiliki struktur organisasi
yang terdiri dari Kepala Lembaga, kasi bidang akademik, kasi bidang non
akademik dan gugus penjaminan mutu yang ada di setiap prodi.

8. DAFTAR STANDAR DAN DAFTAR MANUAL SPMI

Dokomen SPMI mencakup Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, SOP dan

Formulir.

Kebijakan SPMI adalah pedoman tertulis yang mendeskripsikan sikap, tindakan dan

pandangan STKIP Kusuma Negara yang berlaku bagaimana cara memahami,

merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan STKIP

Kusuma Negara.

Manual SPMI merupakan pedoman tertulis berupa petunjuk pelaksanaan dalam

menjalankan SPMI. Manual SPMI terdiri dari Manual Penetapan Standar, Manual

Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual

Peningkatan Standar. Manual ini dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku oleh

LPM sebagai petunjuk teknis dalam operasional lembaga.

a. Manual penetapan standar merupakan tindakan dalam melegalkan aturan berlaku
disahkan dan disetujui oleh pimpinan tertinggi akademi dan yayasan.

b. Manual Pelaksanaan Standar merupakan petunjuk teknis sebagai tahapan dalam
melaksanakan kegiatan.

c. Manual Evaluasi standar merupakan petunjuk teknis penilaian dengan

menggunakan angket/survey untuk menilai kepuasan pelayanan, kepuasan
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mahasiswa terhadap kinerja dosen, pengguna lulusan dan tracer study serta
lainnya.

d. Manual Pengendalian Standar sebagai petunjuk teknis berupa instruksi kerja yang
tertulis untuk dilaksanakan oleh penerima kerja.

e. Manual peningkatan standar merupakan dokumen tertulis kegiatan evaluasi
dengan tujuan untuk meningkatkan mutu standar secara berkelanjutan. Kegiatan
ini dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan sebelumnya apakah sudah tercapai
atau terlampaui.

Standar SPMI berisikan dokumen tertulis sebagai Kriteria, cara, proses, dan teknis

yang seragam yang harus dilakukan untuk dipenuhi. Standar SPMI ini merupakan

acuan dalam audit internal dengan kriteria hasil audit mencapai, melampaui, belum
mencapai, dan menyimpang. Untuk mengetahui Kkriteria hasil audit internal
dibutuhkan formulir SPMI berupa instrumen baik angket maupun borang.

Berdasarkan hasil pelaksanaan audit mutu internal yang dilakui LPM, Institusi harus

melakukan tindakan pengendalian atas standar-standar yang telah ditetapkan.

Formulir SPMI merupakan lembaran kontrol setiap kegiatan yang mengacu pada tiap-

tiap standar operasional kegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu juga yang berfungsi

sebagai alat untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan
standar mutu. Isian formulir yang telah dibuat sebagai bukti rekaman mutu
pelaksanaan kegiatan.

Daftar Standar STKIP Kusuma Negara terdiri atas:

1. Standar Pendidikan

No. Dokumen : SPMISTKIPKN -02-2023
2. Standar Penelitian

No. Dokumen : SPMISTKIPKN -03-2023
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

No. Dokumen : SPMISTKIPKN -04-2023
4. Standar Tambahan

No. Dokumen : SPMISTKIPKN -05-2023

PENANGGUNG JAWAB SPMI
Kebijakan SPMI STKIP Kusuma Negara berlaku untuk semua unit kerja dalam
akademi, yaitu: semua unit kerja pelaksana akademik baik program studi dan lembaga

penelitian & pengabdian kepada masyarakat serta unit kerja penunjang pelaksana
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10.

akademik diantaranya pengelola administrasi, perpustakaan, dan pelaksana teknis

kegiatan lainnya.
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